
  

 

 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

  NOMOR : 900/207 TAHUN 2026   

TENTANG 

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO 

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang      :   a. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Pimpinan Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 

Sukoharjo Nomor: 1278/PLY.01/030/2026 tanggal 27 

Februari 2026 Perihal Pemberitahuan Pengkinian Nomor 

Pokok Wajib Pajak Rekening Satuan Pendidikan di 

Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka 

Keputusan Bupati Nomor 900/590 Tahun 2025 tentang 

Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

Cabang Sukoharjo, perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Nomor Rekening Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati; 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300); 

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat 

Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : 

KESATU : Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang 

Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II Keputusan ini. 

KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

Cabang Sukoharjo agar memindahkan jasa bunga tabungan 

dari Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ke Rekening 

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 

1.030.00009.7. 

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan 

Bupati Nomor 900/590 Tahun 2025 tentang Penetapan 

Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
  Ditetapkan di Sukoharjo       

  pada tanggal 2 Maret 2026                                    
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

    ttd.  
 

ETIK SURYANI 

 
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada 

 Yth.: 
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo 

di Sukoharjo; 
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo 

di Sukoharjo;  

3. Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 
4. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
RETNO WIDIYANTI B, SH 

Pembina  
NIP. 19790801 200501 2 010 

 


		2026-04-25T17:38:12+0700
	Jawa Tengah
	RETNO WIDIYANTI B
	I Approve to the document




